Menimbang:

Mengingat:

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR /> TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan program penanggulangan kemiskinan sehingga
diperlukan langkah-langkah penanganan secara terpadu dan
menyeluruh;

bahwa untuk menegaskan komitmen dan mendorong sinergi
berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta
pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kemiskinan
di Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.
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Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan
Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Dacrah Kota Banjarmasin Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2024 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin 86)

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2025 Nomor S5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 90);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANJARMASIN TAHUN
2026.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

w

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Dacrah scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang
selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Bappeda Litbang Kota Banjarmasin.
Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin
dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat
TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan
untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Dacrah.
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(1)

(2)

(1)

(2)

3)

Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah dokumen dalam
menyusun strategi atau kegiatan yang dapat diimplementasikan untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dalam proses penurunan angka kemiskinan di
Kota Banjarmasin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud disusunnya RAT Penanggulangan Kemiskinan adalah:

a. sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan
Penanggulangan Kemiskinan; dan

b. scbagai instrumen dalam pencapaian target Pemerintah Daerah dalam
Penanggulangan Kemiskinan.

Tujuan penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan adalah:

a. untuk melakukan penjabaran program dan kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan; dan

b. untuk melakukan evaluasi kinerja Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3
RAT Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN;

b. BAB II PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN
SEBELUMNYA;

c. BAB Il KEBIUAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN;

d. BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN
2025;

e. BAB V PENUTUP.

RAT Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rencana kerja pembangunan di bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Uraian secara rinci RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.



BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4
(1) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAT Penanggulangan
Kemiskinan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
4 (empat) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tahun 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal - Lesembecr 2Uz5

MASI

Diundangkan di Banjarmasm
pada tanggal ¢ Jesciber ii:

SEKRETARIS DA KOTA BANJARMASIN,
r

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR ~



